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ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pengopolosan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga Nonsubsidi di Indonesia
memiliki dua tujuan pokok, yaitu pertama untuk mengetahui regulasi usaha hulu
dan hilir pada distribusi LPG di Indonesia, kedua untuk mengidentifikasikan pihak-
pihak yang berpotensi melakukan pengopolosan Liquified Petrolium Gas (LPG)
bersubsidi dengan harga Nonsubsidi beserta Pertanggungjawaban Pidana terhadap
pelaku pengoplosan Liquified Petrolium Gas (LPG) bersubsidi dengan harga
Nonsubsidi di Indonesia.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis
Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang
menggunakan beberapa pendekatan meliputi pendekatan Undang-Undang (statute
approach) yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
sebagai pengatur pokok minyak dan gas bumi beserta turunannya dan teori hukum
pidana untuk menjawab permasalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga
Nonsubsidi di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regulasi minyak bumi dan gas
mengatur pokok-pokok kegiatan hulu dan hilir migas termasuk didalamnya
distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Rantai distribusi Liquefied Petroleum
Gas (LPG) di kegiatan usaha hilir sebagaimana pelaksanaan diatur PP No. 36 Tahun
2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Mentri
ESDM No.7 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan l1zin
Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maka kegiatan usaha
pengangkutan, penyimpanan dan niaga dinyatakan berpotensi terhadap terjadinya
Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Dengan Harga
Nonsubsidi. Pelaku Pengopolosan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi
Dengan Harga Nonsubsidi berdasarkan teori hukum pidana dinyatakan telah
memenuhi unsur obyektif dan subyektif untuk dinyatakan sebagai perbuatan pidana
sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan prosedur pemidanaan dalam
hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: pengoplosan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), subsidi, nonsubsidi
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ABSTRACT

This legal research entitled Criminal Responsibility for the Propagation of
Subsidized Liquefied Petroleum Gas (LPG) at Non-Subsidized Prices in Indonesia
has two main objectives, namely first to find out the regulation of upstream and
downstream businesses in LPG distribution in Indonesia, secondly to identify those
who have the potential to do Liquified Subsidized Petroleum Gas (LPG) with non-
subsidized prices along with criminal liability for subsidized Liquefied Petroleum
Gas (LPG) offenders at non-subsidized prices in Indonesia.

The method of legal research used in this thesis is Juridical Normatif which is
literature research that is research which use several approaches include approach
of Act (statute approach) that is Law No.22 Year 2001 concerning Oil and Natural
Gas as regulator of oil and gas earth and its derivatives and criminal law theory to
address issues related to Criminal Accountability of Perpetrators of Subsidized
Liquefied Petroleum Gas (LPG) at Subsidized Nonsubsidized Price in Indonesia.

The results of this study can be concluded that the regulation of oil and gas
regulates the basic activities of upstream and downstream oil and gas including the
distribution of Liquefied Petroleum Gas (LPG). Liquefied Petroleum Gas (LPG)
distribution chain in downstream business activities as regulated by PP no. 36 of
2004 concerning Oil and Gas Downstream Business Activity and Ministry of
Energy and Mineral Resources Regulation No.7 Year 2005 concerning
Requirements and Guidelines for Implementation of Business License in
Downstream Qil and Gas Business Activity, the business activities of
transportation, storage and trading are declared to be potential to the occurrence
of the Liquefied Petroleum Declaration Gas (LPG) Subsidized With Nonsubsidized
Price. The perpetrators of Petroleum Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) with
Nonsubsidized Price based on criminal law theory are stated to have fulfilled the
objective and subjective element to be declared as a criminal act so that it can be
imposed criminal sanction based on punishment procedure in positive law in
Indonesia.

Keywords: pengoplosan, Liquefied Petroleum Gas (LPG), subsidy, nonsubsidized
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